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PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata
Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan
sebagai berikutdalam perkara Permohonan:

ABDUL JAENI, tempat lahir Lumajang, tanggal lahir 23 Juli 1974, Pekerjaan
Karyawan Petani, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sudirman
RT.001 RW.001 Desa Tita Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya akan
disebutsebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 11 Nopember
2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register
perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 265/37/VIII/99 nama Abd.

Jaini Menikah dengan seorang perempuan bernama Lilik Ida Wati.

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak,
yakni ;

1. Lolong Eko Purnairawan Anak dari ayah bernama Abdul Jaini dan ibu

Lilik Ida Wati Sesuai akta kelahiran No 12525/IST/CATPIL/2004.
2. Novilina Dwi Lestari Anak dari ayah bernama Abdul Jaeni dan ibu Lilik
Ida Wati Sesuai Akta Kelahiran No 857/UM/CATPIL/2010.
3. Bahwa Lolong Eko Purnairawan dan Novilina Dwi Lestari berdasarkan
KK No 6301030905070019 Anak dari ayah bernama Abdul Jaeni dan ibu
Lilik Ida Wati.
4. BahwaKTP No 6301032307740001 tetulis nama Abdul Jaeni.
5. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama ayah dari beberapa dokumen
tersebut dan yang benar adalah “Abdul Jaini”.
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6. Memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan
bahwa telah terjadi kesalahan penulisan terhadap beberapa dokumen,
dan yang benar adalah “Abdul Jaini”.

7. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data
kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan nama
pemohon, sesuai nama “Abdul Jaini”.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim

yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan dan menetapkan bahwatelah terjadi kesalahan penulisan
terhadap beberapa dokumen, dan yang benaradalah “Abdul Jaini”.

3. Mengijinkan pemohon untuk menyesuaikan/menyamakan semua data
kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan nama
pemohon, sesuai nama”Abdul Jaini”.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada hari Rabu
tanggal 27 Nopember 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri
dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan
tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah
pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Jaenidan Lilik Ida Wati, selanjutnya
pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P-1;

2. Kartu Keluarga Nomor 6301030905070019, tertanggal 10 September 2018,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberitanda P-2;

3. Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Tirta Jaya Nomor 471.1/
06/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019 tertanggal 8 November 2019, selanjutnya padafotokopi
bukti surat tersebutdiberitanda P-3;

4. Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Jaini dengan Lilik Idawati, Nomor
265/37/V11I/12019 tertanggal 10 Agustus 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti
surattersebutdiberi tanda P-4;

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12525/IST/CATPIL/2004 tanggal 12 Juli 2004
atas nama LOLONG EKO PURNAIRAWAN, selanjutnya pada fotokopi bukti

surattersebutdiberi tanda P-5;
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6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7610030287 tanggal 6 Desember 2010 atas
nama NOVILINA DWI LESTARI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut
diberi tanda P-6;

7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.4690/CS-TL/J-1987, tertanggal 10 Juni 1987,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. ljlazah Sekolah Menengah Pertama atas nama LOLONG EKO
PURNAIRAWAN, Nomor DN-15 DI/06 0027522, selanjutnya pada fotokopi
bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Tirta Jaya Nomor 471.1/07/
SKBD/T}j-Bjn/X1/2019, selanjutnya pada bukti asli surat tersebut diberi tanda
P-9;

10. Surat Kenal Lahiratas nama ABDUL JAINI, selanjutnya pada fotokopi bukti

surattersebutdiberitanda P-10;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas
telah dicocokkan dengan aslinya, P-9 dan P-10 adalah asli, dan sesuai serta
telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat
dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah
sumpah sesuai agamanyayang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SUKRIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya pada Akta Kelahiran dan Kartu
Tanda Penduduk;

- Bahwa pada Akta Kelahiran awalnya bemama Abd. Jaeni dan di Kartu Tanda
Penduduk tertulis Abdul Jaeni diganti menjadi Abdul Jaini;

- Bahwa Pemohon ingin menyamakan dengan ljazah Anaknyayang bernama
LOLONG EKO PURNAIRAWAN;

- Bahwa pada ljazah Anak Pemohon tertulis nama Pemohon bernama
ABDUL JAINI;

- Bahwa Tujuannya untuk kepentingan masa depan Anaknya;

2. Saksi APRIL IRAWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya pada Akta Kelahiran dan Kartu
Tanda Penduduk;

- Bahwa pada Akta Kelahiran awalnya bemama Abd. Jaeni dan di Kartu Tanda
Penduduk tertulis Abdul Jaeni diganti menjadi Abdul Jaini;

- Bahwa Pemohon ingin menyamakan dengan ljazah Anaknyayang bernama
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LOLONG EKO PURNAIRAWAN;

- Bahwa pada ljazah Anak Pemohon tertulis nama Pemohon bernama
ABDUL JAINI;

- Bahwa Tujuannya untuk kepentingan masa depan Anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu
hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat
relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta
merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada
pokoknya agar nama sebagaimana yang tercantum dalam data identitas
Pemohon, yakni ABDUL JAENI pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,
dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an. NOVILINA DWI LESTARI,
kemudian nama pemohon ABD.JAINI pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nama pemohon ABDUL JAINI pada
Surat Keterangan Beda Data Pemohon nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019,
Kutipan Akta Kelahiaran anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN,
llazah anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN, Surat Kenal Lahir
pemohon, dan Surat Keterangan Beda Data nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-
Bjn/X1/2019, dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan
selanjutnya identitas Pemohon yang digunakan adalah dengan nama ABDUL
JAINI sebagaimana dalam Surat Keterangan Beda Data Pemohon nomor:
471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019, Kutipan Akta Kelahiaran anak pemohon an.
LOLONG EKO PURNAIRAWAN, ljazah anak pemohon an. LOLONG EKO
PURNAIRAWAN, Surat Kenal Lahir pemohon, dan Surat Keterangan Beda
Data nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi
materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah
disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888
KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000
Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

Penetapan ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi
dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007
halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat
permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon
berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga
termasuk kedalam yurisdiksi perkara volunteer, dan oleh karena Pemohon
dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri
Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari
berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang
berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka
diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa, terdapat perbedaan nama antar kartu identitas Pemohon, vyaitu
ABDUL JAINI, ABD.JAINI, dan ABDUL JAENI;

Bahwa, nama Pemohon berdasarkan pada kartu identitas Pemohon yakni
ABDUL JAENI pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan
Akta Kelahiran anak pemohon an. NOVILINA DWI LESTARI, kemudian nama
pemohon ABD.JAINI pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta
Kelahiran Pemohon, dengan nama pemohon ABDUL JAINI pada Surat
Keterangan Beda Data Pemohon nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/XI/2019,
Kutipan Akta Kelahiaran anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN,
llazah anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN, Surat Kenal Lahir
pemohon, dan Surat Keterangan Beda Data nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-
Bjn/X1/2019;

Bahwa nama yang dipakai yaitu ABDUL JAINI,;

Bahwa tujuan pemohon menyamakan nama pemohon adalah untuk masa
depan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam Permohonan Pemohon
yakniapakah benar antara ABDUL JAINI sebagaimana dalam Surat Keterangan
Beda Data Pemohon Nomor 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019, Kutipan Akta
Kelahiaran anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN, ljazah anak
pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN, Surat Kenal Lahirpemohon, dan
Surat Keterangan Beda Data nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019, yakni Pemohon;
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Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa nama
Pemohon sejak lahiradalah ABDUL JAINI, sebagaimana yang tercantum dalam
Surat Keterangan Beda Data Pemohon nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/XI1/2019,
Kutipan Akta Kelahiaran anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN,
llazah anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN, Surat Kenal Lahir
pemohon, dan Surat Keterangan Beda Data nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-
Bjn/X1/2019, namun dikarenakan adanya perbedaan di identitas yang lain
dengan nama ABDUL JAENI pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan
Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an. NOVILINA DWI LESTARI, kemudian
nama pemohon ABD.JAINI pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan
Akta Kelahiran Pemohon, sehingga mengganggu masa depan anak-anak
pemohon yang memiliki identitas dengan nama ayah yang berbeda, dan
Pemohon bermaksud akan menyesuaikan identitas pemohon yang benar yakni
ABDUL JAINI, sebagaimana yang Pemohon gunakan pada Surat Keterangan
Beda Data Pemohon nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/XI/2019, Kutipan Akta
Kelahiaran anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN, ljazah anak
pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN, SuratKenal Lahir pemohon, dan
Surat Keterangan Beda Data nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019;

Menimbang, bahwa antara bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas
nama Abdul Jaeni dan Lilik Ida Wati, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor
6301030905070019, tertanggal 10 September 2018, bukti P-3 berupa Surat
Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Tirta Jaya Nomor 471.1/ 06/SKBD/Tj-
Bjn/X1/2019 tertanggal 8 November 2019, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah
atas nama Abd. Jaini dengan Lilik Idawati, Nomor 265/37/VIII/2019 tertanggal 10
Agustus 1999, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor
12525/IST/CATPIL/2004 tanggal 12 Juli 2004 atas nama LOLONG EKO
PURNAIRAWAN, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7610030287
tanggal 6 Desember 2010 atas nama NOVILINA DWILESTARI, bukti P-7 berupa
Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.4690/CS-T1/J-1987, tertanggal 10 Juni 1987, bukti
P-8 berupa ljazah Sekolah Menengah Pertama atas nama LOLONG EKO
PURNAIRAWAN, Nomor DN-15 DI/06 0027522, buki P9 berupa Surat
Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Tirta Jaya Nomor 471.1/07/SKBD/Tj-
Bjn/X1/2019, bukti P-10 berupa Surat Kenal Lahir atas nama ABDUL JAINI,
memang jelas terdapat perbedaan nama, yakni antara ABDUL JAENI,
ABD.JAINI dengan ABDUL JAINI;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang

dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh
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Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon berdasarkan
Kartu Tanda Penduduk pemohon, Kartu Keluarga pemohon, dan Kutipan Akta
Kelahiran anak pemohon an. NOVILINA DWI LESTARI, adalah seorang laki-
laki bernama ABDUL JAENI, kemudian pemohon berdasarkan Kutipan Akta
Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah seorang laki -laki
yang bernama ABD.JAINI sedangkan ABDUL JAENI dan ABD.JAINI tersebut
adalah sama dengan orang yang bernama ABDUL JAINI sebagaimana yang
tercantum dalam Surat Keterangan Beda Data Pemohon nomor:
471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019, Kutipan Akta Kelahiaran anak pemohon an.
LOLONG EKO PURNAIRAWAN, ljazah anak pemohon an. LOLONG EKO
PURNAIRAWAN, Surat Kenal Lahir pemohon, dan Surat Keterangan Beda
Data nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019, oleh karenanya Pemohon telah
dapat membuktikan dalil Permohonannya mengenai perbedaan identitas
terhadap satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari
kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian
hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan
tujuannya untuk menyamakan dan menyeragamkan nama pada semua kartu
identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut
beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang
dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon pada Kartu Tanda
Penduduk pemohon, Kartu Keluarga pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak
pemohon an. NOVILINA DWI LESTARI, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen identitas lainnya milik Pemohon
yang masih menggunakan nama ABDUL JAENI dan ABD.JAINI, disesuaikan,
diseragamkan, mengikuti dan selanjutnya menggunakan nama pada Surat
Keterangan Beda Data Pemohon nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/XI/2019,
Kutipan Akta Kelahiaran anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN,
llazah anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN, Surat Kenal Lahir
pemohon, dan Surat Keterangan Beda Data nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-
Bjn/X1/2019, sehingga dengan demikian layak dan sudah sepatutnya terhadap
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penggunaan nama ABDUL
JAINI pada semua dokumen identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum
dalam Surat Keterangan Beda Data Pemohon nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-
Bjn/X1/2019, Kutipan Akta Kelahiaran anak pemohon an. LOLONG EKO
PURNAIRAWAN, ljazah anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN,
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Surat Kenal Lahir pemohon, dan Surat Keterangan Beda Data nomor:
471.1/07/SKBD/Tj-Bjn/X1/2019, maka guna penyeragaman nama identitas
Pemohon, perlu pula dilakukan penyesuaian pada nama Pemohon yang masih
menggunakan nama ABDUL JAENI dan ABD.JAINI pada Kartu Tanda
Penduduk pemohon, Kartu Keluarga pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak
pemohon an. NOVILINA DWI LESTARI, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maupun dokumen identitas lainnya milik
Pemohon, agar dikemudian hari tidak menjadi kendala atau persoalan bagi
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, “semua keputusan tentang pembetulan atau
penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus
dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika
keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan
akta yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal
terdapat pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga adalah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan
kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Lautdi
Pelaihari untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk pemohon, Kartu Keluarga
pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon an. NOVILINA DWI LESTARI,
Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru
bagi Pemohon dengan menggunakan identitas yang mengikuti pada Surat
Keterangan Beda Data Pemohon nomor: 471.1/07/SKBD/T}-Bjn/XI/2019,
Kutipan Akta Kelahiaran anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN,
llazah anak pemohon an. LOLONG EKO PURNAIRAWAN, Surat Kenal Lahir
pemohon, dan Surat Keterangan Beda Data nomor: 471.1/07/SKBD/Tj-
Bjn/X1/2019 yakni ABDUL JAINI segera sejak diterimanya Penetapan ini, dan
kemudian mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan atau
register yang disediakan untukitu;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata Volunteer
(Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan
Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah
dibebankan kepada Pemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam amar
Penetapan ini;
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Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Perdata Umum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasal-pasal pada
Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan
terhadap beberapa dokumen, dan yang benar adalah “Abdul Jaini”.

3. Mengijinkan Pemohon untuk menyesuaikan/ menyamakan semua data
kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan nama Pemohon,
sesuai nama "Abdul Jaini”.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019,
oleh Riana Kusumawati, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari,
dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri

oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Aryo Susanto, S.H. Riana Kusumawati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Pemberkasan/ ATK  : Rp. 50.000,00

Panggilan :Rp. 0

PNBP Panggilan :Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 25.000,00

Legis : Rp. 10.000,00

Meterai Putusan :Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan :Rp. 10.000,00 (4)

Jumlah : Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
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